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ABSTRAK 

 

Pembiayaan murabahah bank syariah adalah pembiayaan 

berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembayaran transaksi 

murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau pada 

saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka 

waktu yang disepakati. Nasabah pun dapat melakukan percepatan 

pelunasan (Early Settlement) angsuran sebelum jatuh tempo. Namun 

dalam implementasinya masih ada ketidakjelasan nilai dari diskresi bank 

syariah yang belum diperjelas dalam pemberian diskon atau potongan 

tersebut, sehingga ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan 

implikasi antara lain pelaksanaan pemotongan pelunasan dari akad 

murabahah apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai alat promosi 

saja. 

Rumusan masalah dalam penelititan ini adalah tentang bagaimana 

praktik pemberian potongan pelunasan diskon margin pada pembiayaan 

Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung 

dan bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung 

jika   ditinjau dari segi teori akad. 

Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan 

jenis penelitian dokumentasi dan wawancara, penulis terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara, dengan data primer 

berasal dari hasil wawancara kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia dan 

Pegawai Bank Syariah Indonesia.  

Secara Hukum Ekonomi Syariah sistem potongan pelunasan yang 

diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung sistem yang 

diterapkan yaitu berlandaskan asas sukarela, tidak ada paksaan dan juga 

antara pihak bank dan nasabah keduanya sama-sama memenuhi akad yang 

telah disepakati dan pemberian potongan pelunasan oleh pihak Bank 

kepada nasabah adalah sebuah manifestasi dari unsur tolong menolong.  

Analisis teori akad terhadap sistem potongan pelunasan yang 

diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung, adalah telah sesuai 

namun secara syarat akad masih ada keambiguan dimana disebutkan 

bahwa kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak. sedangkan secara 

analisis teori kebijakan terhadap sistem potongan pelunasan yang 

diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung, menyimpulkan  

bahwa BSI memberikan potongan pelunasan kepada nasabah bukan 

karena akad, akan tetapi karena kebijakan bank sehingga pemberian 

potongan kepada nasabah antara yang satu dengan yang lainnya itu bisa 
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berbeda tergantung keputusan bank dalam memberikan kepada nasabah 

berdasarkan perhitungan bank. 

 

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Potongan Pelunasan, Pembiayaan 

Murabahah, BSI.  
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ABSTRACT 

 

Murabahah financing by Islamic banks is financing based on a sale 

and purchase contract between the bank and the customer. Repayment for 

murabahah transactions can be made by paying all at once, at maturity, or 

by making installment payments over an agreed period of time. Customers 

can also accelerate installment payments (early settlement) before the 

maturity date. But in its implementation, there is still the unclear value of 

the Islamic bank's discretion that has not been clarified in giving the 

discount, so the inconsistency of the formulation This raises implications, 

including the implementation of deductions from the murabaha contract, 

whether they actually occur or are just a promotional tool. 

Research aims to explain the implementation and grant of a 

repayment discount or margin discount on Murabahah financing at Bank 

Syariah Indonesia's Bandar Lampung branch office from the aspect of 

Sharia Economic Law. To explain repayment deductions in murabahah 

financing in terms of contract theory. 

The research methodology used by the author is qualitative in 

terms of the type of research documentation and interviews. The author 

goes directly to the field to conduct observations and interviews. The 

primary data comes from interviews with customers of Bank Syariah 

Indonesia and employees of Bank Syariah Indonesia. 

According to Sharia Economic Law, the discount system 

implemented by the BSI Bandar Lampung branch office is based on a 

voluntary principle; there is no coercion, and both the bank and the 

customer fulfill the agreed contract. The provision of a discount by the 

bank to customers is a manifestation of the element of mutual help. 

The analysis of the contract theory on the repayment discount 

system applied by the Bandar Lampung branch office of BSI is in 

accordance with the terms of the contract, but there is still ambiguity 

where it is stated that the two people who make the contract must be 

capable of acting (experts). Meanwhile, in the analysis of the policy theory 

on the repayment discount system applied by the Bandar Lampung branch 

office of BSI, it is concluded that BSI provides repayment discounts to 

customers not because of the contract, but because of bank policy so that 

the provision of discounts to customers from one to another can be 

different depending on the bank's decision to give it to customers based on 

the bank's calculations. 

 

Keywords: Sharia Economic Law, Repayment Discount, Murabahah 

Financing, BSI. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini 

berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama huruf 

latin 

Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 - bā‟ B ب

 - tā‟ T ت

 ṡā‟ ṡ s (dengan titik di atasnya) ث

 - Jīm J ج

 ḥā‟ ḥ h (dengan titik di bawahnya) ح

 - Khā‟ Kh خ

 - Dal D د

 Ża Ż z (dengan titik di atasnya) ذ

 - rā‟ R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Ṣād ṣ s (dengan titik di bawahnya) ص

 Ḍād ḍ d (dengan titik di bawahnya) ض

 ṭā‟ ṭ t (dengan titik di bawahnya) ط

 ẓā‟ ẓ z (dengan titik di bawahnya) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 - Ghain G غ

 - fā‟ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā‟ H ه
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 Hamzah ʹ apostrof, tetapi lambang ini tidak di ء

pergunakan untuk hamzah awal kata 

 - yā‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap. 

Contoh:  ْصِيَّةحَخ  ditulis syakhṣiyyah. 

 

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 

dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. 

Contoh: لَحَة  .ditulis maṣlahah مَص 

2. Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh: لاَمِتَّة  ditulis al-Syarī’aty al-Islāmiyyah الشَّرت عةِالِإس 

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan 

domah), ditulis t 

Contoh: ِْالشَّرِت عَة dibaca syarī’aty. 

 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

 

E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 

Contoh: َعَصَابة ditulis aṣābah,  ذَوِي   ditulis żawīl,   ْوضفر   ditulis furūḍ  

  

F. Vokal Rangkap 

Fathah + yaˋ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah 

+ wāwu mati ditulis au. 

Contoh: شَت طَان ditulis syaiṭanل  ditulis qaulu  قَو 

 

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ˋ) 

Contoh: ؤَنَّج  ditulis muˊannaṡ  م 
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MOTTO 

 

مَنُ  يْنَ اه ِ زْقِِۗ قلُْ هَِِ للََِّّ بهتِ مِنَ الرِّ يِّ ٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّ َّتِْ ِ ال مَ زِينَْةَ الّلّه وْا فِِ قلُْ مَنْ حَرَّ

َّعْلمَُوْنَ  الحَْ  يهتِ لِقَوْمٍ ي لُ الْْه لَِِ هفَُصِّ مَةِِۗ  كَذه َّوْمَ القِْيه هيَْا خَالِصَةً ي وةِ الدُّ يه . 

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan 

rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang 

beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada 

hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-

orang yang mengetahui."  

(QS. Al-A‟ra>f (7): 32) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 

1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun 

perkembanganya agak   terlambat bila dibandingkan negara-negara 

muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus 

berkembang. Perkembangan terkini yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 

Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk (BSI). Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek 

perbankan syariah diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah 

masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup 

tinggi.  

 Tumbuh kembangnya aset Bank Syariah ini dikarenakan 

semakin baiknya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya 

pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Perkembangan 

perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya 

insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

 Perbankan syariah  harus dapat merebut perhatian para nasabah 

untuk memperkenalkan tentang perbankan syariah. Dalam hal ini bank 

syariah dalam melakukan aktivitas kegiatan investasi, pelayanan jasa 

maupun dalam jual beli terhadap para nasabahnya, perbankan syariah 

menggunakan prinsip syariah. Prinsip yang digunakan adalah prinsip 

syariah yang berdasarkan pada perjanjian atau akad yang menggunakan 

hukum Islam antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak 

lainnya. Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki banyak macam 

produk, salah satu di antaranya adalah murabahah. 

 Salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh 

perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Secara sederhana, 

murabahah berarti sesuatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah keuntungan yang disepakati. Besar keuntungan dapat 

dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase 



 2 

dari harga pembeliannya 10 % (sepuluh persen) atau 20 % (dua puluh 

persen).
1
 

 Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Apabila 

ditinjau dari pengertiannya murabahah adalah perjanjian jual beli antara 

bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan 

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan  yang 

disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam sistem murabahah 

ini, bank bisa membelikan atau menyediakan barang-barang yang 

diperlukan oleh nasabah dan bank meminta tambahan harga (cost plus) 

atas harga pembelian. Dalam hal ini, bank harus memberi informasi 

yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan 

keuntungan bersih (profit margin) dari (cost plusnya). 

 Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Murabahah berasal dari kata (ribh}) keuntungan, karena dalam transaksi 

jual beli bank menyebut jumlah keuntungan (margin). Bank bertindak 

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah 

harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak 

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga 

jual dicantumkan dalam jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad.  

 Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan (bis\aman ‘ajil). Dalam transaksi ini barang 

diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan 

secara tangguh.
2
 Akad murabahah juga lebih mendominasi di 

perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Salah 

satunya karena disebabkan oleh sistem penentuan marginnya yang 

                                                             
1
 Karim Adiwarman, Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010). h.113. 
2
 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (jakarta: Prenada Media 

Group, 2009). h.79. 
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transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan 

disepakati di antara kedua belah pihak. 

 Pembiayaan murabahah bank syariah adalah pembiayaan 

berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli 

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga 

pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. 

Pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara 

membayar sekaligus atau pada saat jatuh tempo atau melakukan 

pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Nasabah 

pun dapat melakukan percepatan pelunasan (Early Settlement) angsuran 

sebelum jatuh tempo.  

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, 

nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan 

berakhir (pelunasan dipercepat). Pada saat melakukan pelunasan 

dipercepat, maka pihak bank dapat memberikan potongan atas (margin) 

keuntungan yang belum jatuh tempo. Pemberian potongan akan diatur 

dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank.
3
 

 Potongan pelunasan adalah pemberian keringanan atau diskon 

yang dikenakan terhadap (margin) keuntungan bank atas transaksi 

murabahah yang terjadi antara nasabah dan bank. Potongan pelunasan 

memang tidak diperjanjikan saat awal akad, tetapi pemberian potongan 

pelunasan di situ memang ada dan telah diterapkan dalam pembiayaan 

murabahah.  

    Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 

23/DSNMUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam murabahah 

terdapat beberapa ketentuan bank: 

1) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam 

akad. 

                                                             
3
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ―Tentang Perbankan Syariah, 

Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008,‖. 
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2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS.
4
 

 Kemudian kriteria nasabah yang akan diberikan potongan 

pelunasan tidak sembarang nasabah, yang ingin melunasi pembiayaan 

di petengahan jalan dan mendapatkan potongan pelunasan. Tetapi, 

pemberian potongan pelunasan harus dilihat terlebih dahulu kriteria 

nasabah tersebut apakah nasabah tersebut tergolong nasabah dengan 

pembayaran lancar atau tidak lancar. Selain itu, pemberian potongan 

pelunasan harus melalui persetujuan dari dewan direksi terlebih dahulu.  

 Dengan adanya pemberian potongan pelunasan akan memberikan 

keringanan dan kemudahan pada nasabah yang melunasi angsurannya 

secara dipercepat. Nasabah tidak perlu membayar seluruh sisa (margin) 

pembiayaan tapi pihak nasabah akan mendapatkan potongan atau 

diskon dari pihak bank. Potongan pelunasan dalam tiap bank memiliki 

besaran yang berbeda-beda tergantung pada pihak bank memberikan 

potongan tersebut. Pemberian potongan pelunasan juga harus 

memperhatikan nasabah tersebut apakah tergolong nasabah yang lancar 

dalam pembayaran atau tidak. Selain itu, pemberian potongan 

pelunasan sangat mudah dan tidak rumit asalkan syaratnya terpenuhi.  

 Namun fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih ada 

ketidakjelasan nilai dari diskresi bank syariah yang belum diperjelas 

dalam pemberian diskon atau potongan tersebut, sehingga 

ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain 

pelaksanaan pemotongan pelunasan dari akad murabahah apakah 

benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai alat promosi saja. Bahkan 

menurut penulis hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara pihak 

nasabah dan pihak bank. Seperti fenomena kasus yang menimpa Yusuf  

Hamka, walaupun pelunasan dipercepat, nasabah tetap harus melunasi 

sesuai dengan nilai yang disepakati tersebut.
5
 

 Dalam realitanya terdapat banyak nasabah yang merasa kecewa 

bahkan menganggap sistem syariah, sangat memberatkan ketika 

nasabah melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo. Jika pada 

                                                             
4
 Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah (Pekanbaru-Riau: Suska Press, 

2012). 
5
Yoga, ―Mengenal SBSN Instrumen Berbasis Investasi Pemerintah,‖ Sindikasi, 

2020, https://sindikasi. republika.co.id. diakses tanggal 2 januari 2023 
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sistem perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan 

akan dikenakan penalti, maka dalam sistem pelunasan murabahah pada 

perbankan syariah, nasabah tetap harus membayar seluruh sisa pokok 

hutang plus margin nya yang lahir dari jual beli yang sudah di 

sepakati.
6
 

 Di antara sekian banyak masalah yang terjadi antara nasabah dan 

bank itu adalah nasabah tidak paham terkait aturan pada saat di awal 

akad, lalu dia protes-protes pada saat mau pelunasan.
7
 

 Seperti fakta yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton 

Bandar Lampung pada 2021 ada beberapa nasabah yang menggunakan 

KPR dengan pinjaman plafon yang sama, mengajukan permohonan 

pelunasan sebelum jatuh tempo dan juga mengajukan potongan 

pelunasan (discuont margin), tetapi yang dikabulkan antara yang satu 

dengan yang lain tidak sama. Wawan dan Asep adalah dua nasabah 

yang melakukan pembiayaan KPR di tahun 2021, namun pada saat 

mengajukan permohonan diskon mereka mendapatkan jumlah diskon 

margin yang berbeda.
8
 

 Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan mewawancara 

terhadap salah satu karyawan BSI kantor cabang Tanjung Karang, 

bahwa dalam mengimplementasikan aturan potongan pelunasan atau 

diskon margin pada setiap bank syariah itu berbeda-beda tergantung 

pimpinan cabang masing-masing bank syariah. Dalam mekanismenya 

jika nasabah menginginkan diskon margin, nasabah terlebih dahulu 

harus mengajukan permohonan kepada bank yang bersangkutan, 

kemudian pemberian diskon margin akan diberikan sesuai aturan yang 

berlaku sesuai dengan status nasabah. Diskon margin yang diberikan 

kepada nasabah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu diskon margin 

berdasarkan (force majeur), atau nasabah macet, dan nasabah yang 

meninggal dunia.
9
 

                                                             
6
 Ibid. 

7
 Bambang Puji Utomo, ―Wawancara Dengan Bambang Puji Utomo‖ (BSI KCP 

Tanjung Karang, 2020). 
8
 Amira Inastia, ―Analisis Penerapan Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

Muqasah Pada Pelunasan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sebelum Jatuh 

Tempo‖ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). h.6. 
9
 Sigit Nurcahya, ―Wawancara Karyawan Bank Syariah Indonesia‖ (KC Tanjung 

Karang, 2022). 



 6 

 Oleh karena faktor masih adanya kesalahpahaman antara nasabah 

dan Bank Syariah Indonesia terkait proses implementasi sistem 

potongan pelunasannya yang kurang efektif maka dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkenaan dengan 

implementasi aturan potongan pelunasan pada permasalahan diatas.  

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

a. Terdapat ketidakjelasan nilai dari pemberian potongan pelunasan 

(diskon margin) pada diskresi bank syariah yang belum 

diperjelas, sehingga walaupun pelunasan dipercepat, nasabah 

tetap harus melunasi sesuai dengan nilai yang disepakati.  

b. Pemberian potongan yang dilakukan dan diberikan oleh pihak 

bank setelah melakukan akad perjanjian yang dilakukan antara 

nasabah dan bank dan tidak diperjanjikan dalam akad tersebut. 

c. Pengimplementasian terkait aturan limit nominal pemberian 

potongan pelunasan atau (diskon margin) pada setiap bank 

syariah itu berbeda-beda tergantung pimpinan cabang masing-

masing bank syariah. 

2. Pembatasan Masalah 

Supaya lebih fokus pada tema yang dikaji, maka dalam 

penelitian ini fokus penelitian dibatasi pada tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar 

Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan diskon margin 

pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor 

cabang Bandar Lampung ? 
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2. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan dalam 

pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang 

Bandar Lampung jika   ditinjau dari segi teori akad dan teori 

kebijakan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menjelaskan pemberian pelunasan diskon margin pada 

pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang 

Bandar Lampung. 

2. Untuk menjelaskan mengenai potongan pelunasan dalam 

pembiayaan murabahah yang ditinjau dari segi teori akad dan teori 

kebijakan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yanag akan dilakukan, kiranya penelitian 

ini dapat berguna untuk : 

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk rujukan 

terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan 

khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat, dapat 

dijadikan untuk menambah pengetahuan nasabah tentang potongan 

pelunasan pada pelunasan dipercepat. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

sangat berharga bagi para praktisi perbankan syariah dan dijadikan 

acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat 

Islam menggunakan jasa BSI dalam produk pembiayaan murabahah. 

Dan bagi penulis untuk mendapatkan gelar M.H. (Magister Hukum) 

di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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F. Kajian Pustaka 

Potongan pelunasan (diskon margin) adalah pemberian 

keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan 

bank atas transaksi murabahah yang terjadi antara nasabah dan bank 

melalui akad murabahah. Berdasarkan kajian tersebut peneliti 

menelusuri semua referensi yang membahas terkait persoalan tersebut. 

Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam 

penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Tesis Zulkifli yang berjudul ―Analisis Yuridis Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan 

Pelunasan Dalam Murabahah‖ dalam Hasil penelitian ini diperoleh 

beberapa hal sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan pengambilan 

keputusan oleh LKS untuk memberikan atau tidak memberikan 

diskon, (2) Pada saat LKS mengambil kebijakan untuk memberikan 

diskon kepada nasabah, maka persentase diskon LKS tidak sama 

antara satu dan yang lain, (3) Ketika pelanggan telah setuju untuk 

mengambil tindakan tertentu sebagaimana digariskan dalam 

kontrak, pelanggan dan LKS harus mematuhi semua perjanjian baik 

dari segi jumlah maupun tanggal berakhirnya perjanjian. Di sisi 

lain, salah satu cara untuk menarik nasabah bertransaksi di LKS 

adalah dengan memberikan diskon, tetapi karena diskon tidak 

diharuskan untuk disepakati dalam kontrak, daya tarik minat 

pelanggan tidak terjadi. Selain itu, pelanggan yang melakukan 

pelunasan lebih awal justru mengurangi keuntungan yang akan 

diperoleh LKS, di keduanya (nasabah dan LKS) telah sepakat untuk 

menyediakan sejumlah dana dan memberikan keuntungan dalam 

jumlah tertentu, namun secara tidak langsung nasabah juga turut 

memberikan kepercayaan kepada LKS yang mampu melakukan 

pelunasan lebih awal sehingga potensi kerugian akibat wanprestasi 

tidak terjadi dan memberikan pertumbuhan positif bagi LKS.
10

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

terkait metode penelitian dan tempat penelitian yaitu dalam 

penelitian ini metode penelitiannya adalah field research dan 

                                                             
10

 Zulkifli, ―Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariˈah Nasional Nomor: 23/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah‖ (Universitas Islam 

Negeri Antasari, 2021). 
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tempat penelitiannya adalah pada BSI kantor cabang Bandar 

Lampung. 

2. Tesis A. Rio Makkulau Wahyu, yang berjudul ―Prinsip Syariah 

Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota 

Pare-pare)‖. Penelitian ini didasarkan atas adanya dua persepsi 

negatif masyarakat terhadap akad murabahah, pertama, akad 

murabahah yang dipraktikkan di LKS diasumsikan sama dengan 

bunga yang dipraktikkan pada lembaga keuangan konvensional, 

dan kedua, margin keuntungan yang semestinya transparan dan bisa 

dilakukan tawar menawar hanya kepada nasabah kalangan atas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk akad dan standar 

operasional produk pembiayaan murabahah pada bank Muamalat 

kota Pare-Pare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang 

Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang perlu 

diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar 

terhindar dari assymetric information dalam transaksi murabahah. 

(2) Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah 

pada bank Muamalat kota Pare-Pare telah sesuai dengan undang-

undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana 

pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak 

mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim. 

Pelarangan hal tersebut sejalan dengan maqa>s}id al-syari>„ah 

guna mencegah kemudharatan (dar'ul-mafas}id), mendatangkan 

kemaslahatan (jalbil-mas}a>lih), dan memelihara lima hal dasar 

yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
11

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

bahwa dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada 

implementasi potongan pelunasan sedangkan pada penelitian di 

atas lebih memfokuskan penelitiannya pada akad murabahah.   

3. Tesis Damayanti Listya Ratih, ―Pemberian Muqa>s}ah Pada 

Pembiayaan Murabahah Bank Syariah‖. Dalam hasil penelitian ini 

diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Karakteristik pembiayaan 

                                                             
11

 A. Rio Makkulau Wahyu, ―Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan 

Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Pare-Pare)‖ (Universitas Islam Negeri Alauddin, 

2017). 
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Murabahah menurut Syariah Islam adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli 

dalam bentuk piutang Murabahah, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syariah dengan pihak nasabah, bahwa 

Prinsip jual beli murabahah ini memiliki perbedaan signifikan 

dengan skim kredit pembelian barang bank konvensional. 

Perbedaan terbesar adalah pada prinsip kepastian harga jual barang 

oleh bank (harga perolehan nasabah). Harga perolehan nasabah 

tidak akan berubah selama proses pembiayaan sehingga cicilan 

nasabah tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga 

bank. Jual beli Murabahah mendapat legalitas syariah dan sah untuk 

dijalankan dalam praktik pembiayaan bank syariah, karena 

merupakan salah bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur 

ribawi. Perjanjian pembiayaan Murabahah juga bila ditinjau dari 

perjanjian jual beli antara pihak bank syariah dengan nasabah 

merupakan suatu perjanjian jual beli yang sah karena telah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 

BW. Pemberian Muqa>s}ah pada pembiayaan murabahah akan 

menimbulkan konsekuensi hukum, konsekuensi hukum yang 

dimaksud adalah konsekuensi yang timbul atas suatu tuntutan. 

Tuntutan yang timbul atas muqasah ialah pengguguran semata 

melainkan mengandung makna pelunasan terhadap hutang atau 

pinjaman dan pengguguran hak orang lain terhadapnya. Oleh 

karena itu, muqasah adalah pengguguran yang mengandung makna 

saling menggantikan.
12

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada penelitian sebelumnya lebih membahas pada akad murabahah 

sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas pada bagaimana 

implementasi fatwa NO:23/DSN-MUI/III/2002 mengenai 

potongan pelunasan dalam Murabahah. 

4. Jurnal Herlina, Dosen STAI Diniyah Pekanbaru, yang berjudul 

―Potongan Margin Keuntungan (Muqa>s}ah) Terhadap Pelunasan 

Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru‖. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian potongan dapat 

                                                             
12

 Damayanti Listya Ratih, ―Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan Muqasah 

Bank Syariah‖ (Universitas Airlangga, 2017). 
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dilakukan dengan dua cara: pertama, BRI Syariah memberikan 

potongan pada saat nasabah melakukan pelunasan. Pada keadaan 

seperti ini, maka dengan kata lain bahwa BRI Syariah mengurangi 

piutang murabahahnya dari nasabah, sehingga keuntungan 

murabahah BRI Syariah menjadi berkurang pula, kedua, BRI 

Syariah memberikan potongan setelah nasabah membayar seluruh 

kewajibannya. Pada kondisi seperti ini nasabah harus membayar 

seluruh kewajibannya terhadap BRI Syariah sesuai dengan akad 

yang telah disepakati dalam akad, setelah itu BRI Syariah akan 

menyerahkan pemberian potongan pelunasan tersebut kepada 

nasabah. Selain karena kondisi di atas, BRI Syariah juga 

mempunyai aturan khusus nasabah dalam kondisi yang bagaimana 

yang akan mendapatkan potongan pelunasan. Nasabah yang akan 

diberikan potongan pelunasan tersebut adalah nasabah mempunyai 

rekam jejak yang baik terhadap angsuran pembayaran sebelum 

pengajuan pelunasan, nasabah yang mengalami kesulitan untuk 

pembayaran angsuran, nasabah yang mengalami penurunan drastis 

terhadap omzet usaha yang dikelolanya, nasabah yang tidak mampu 

melaksanakan pembayaran pembiayaan dan nasabah yang 

mengalami kepailitan.
13

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan teori akad. 

5. Jurnal Devid Frastiawan Amir; Suhendi, Ifandi. ―The Concept Of 

Muqasah On Murabahah Financing In The Perspective Of Fatwa 

DSN-MUI‖. Dalam Hasil penelitian ini didapat beberapa hal yaitu, 

muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan dapat terjadi 

dalam tiga kondisi, yaitu diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 

16/DSN-MUI/ IX/2000), potongan pelunasan dalam murabahah 

(Fatwa DSN No: 23/ DSN-MUI/III/2002), dan potongan tagihan 

murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). Adapaun 

metode dalam pemberiannya adalah diberikan pada saat pelunasan, 

yaitu LKS mengurangi piutang murabahah dan keuntungan 

murabahah, atau diberikan setelah pelunasan, yaitu LKS menerima 

                                                             
13

 Herlina, ―Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan 

Pembiayaan Murabahah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru‖ (STAI Diniyyah, 

2019). 
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pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan 

potongan pelunasannya kepada nasabah.
14

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

dalam penelitian ini akan menganalisis lebih dalam yaitu dengan 

menggunakan pendekatan yuridis, teologis normatif dan sosiologis. 

 

G. Kerangka Teori  

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

akad dan teori kebijakan, karena fokus pembahasan dan kajian dalam 

penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya penerapan pemberian 

potongan dalam pembiayaan murabah di bank syariah kepada nasabah, 

secara hukum ekonomi Islam. Dan penelitian ini menelaah bagaimana 

nasabah dapat mendapatkan pemberian potongan tersebut apakah 

sudah ada ketentuannya atau ditentukan tergantung bagaimana status 

nasabah saat proses pengembalian atau pembayaran, karena memang 

tidak diperjanjikan. Maka oleh karena itu teori akad dan teori 

kebijakan adalah teori yang relevan dalam membedah akad potongan 

pelunasan dan implementasinya dalam proses pembiayaan murabahah 

di dalam bank syariah. 

 

1. Teori Akad 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam  

Kata akad berasal dari bahasa Arab ‗al-„aqd ‖ yang secara 

etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-

ittifa>q).Secara terminologi fikih, akad didefinisikan menurut Al-

Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi 

Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan 

ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. 
15
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Pencatuman kata-kata yang ―sesuai dengan kehendak syariat‖ 

maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak 

orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun 

pencantuman kata-kata ―berpengaruh pada objek perikatan‖ 

maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak 

(yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan 

kabul).
16

 Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan 

definisi akad sebagai: ―pertalian antara ijab dan kabul yang 

dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap 

objeknya‖.
17

 

Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan ―pertalian ijab 

(pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada 

objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang ―sesuai dengan 

kehendak syariat‖ maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di 

lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak 

sejalan dengan kehendak syariat. Misalnya, kesepakatan untuk 

melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok 

kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata ―berpengaruh 

kepada objek perikatan‖ maksudnya adalah terjadinya perpindahan 

pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain 

(yang menyatakan qabul).
18

 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan 

oleh Al-Sanhury, akad ialah ―perikatan ijab qabul yang di benarkan 

syara ―yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak‖. Adapula yang 

mendefinisikan, akad ialah ―ikatan, pengokohan dan penegasan dari 

satu pihak atau kedua belah pihak‖.
19

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

akad adalah ―pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang 

mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh 

pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. 
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Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur‘an adalah surah Al-

Ma'idah (4) ayat 1 sebagai berikut : 

يْنَ آمَنوُْٓا اَوْفوُْا بِِمؼُْقُوْدِ   ِ َا الَّذ َيُّه  يٰٓٓ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.
20

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi 

perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. 

 

b. Rukun-Rukun Akad 

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :  

1) ‘A<qid  

‘A<qid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang 

masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang 

terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli 

beras di pasar biafsanya masing-masing pihak satu orang 

berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu 

kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.  

2) Ma„qud „Alaih 

Ma„qud „Alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan 

(objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual 

beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.  

3) Ma„qud ‘ Al-‘A<qid 

Maud}u‘ Al-‘A<qid adalah tujuan atau maksud mengadakan 

akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. 

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu 

memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan 

diberi ganti.  

4) S}i>gat al-‘A<qid 

S}i>gat al-‘A<qid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang 

pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan 

melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak 

                                                             
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 2002). h.141.   



 15 

kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam 

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang 

lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 

terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan 

kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang 

berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos 

wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor 

pos.
21

 

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :  

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,misalnya : 

aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau 

pemberian‖. 

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 

3) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan 

pembatalan dari keduanya. 

4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau 

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) 

harus saling merelakan.
22

 

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fikih dalam 

berakad, yaitu: 

1) Dengan cara tulisan atau kita>bah, misalnya dua ‗A<qid  

berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah 

atau tulisan. 

2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di 

laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang 

bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut 

akad dengan isyarat. 
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3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara 

perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah 

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di 

belinya. 

4) Lisan al-H<al. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang 

meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian 

dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam 

diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida‗ (titipan).
23

 

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila : 

1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul 

dari si pembeli, 

2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli, 

3) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada 

kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. 

Ijab dan qabul dianggap batal, 

4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum 

terjadi kesepakatan, 

5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 

kesepakatan. 

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di 

tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang 

dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh 

menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu :  

1) Dengan cara tulisan (kita>bah), misalnya dua „aqid  berjauhan 

tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar 

inilah para ulama membuat kaidah : ―Tulisan itu sama dengan 

ucapan‖. 

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di 

laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang 

yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. 

Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat 

melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan 
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demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. 

Berdasarkan kaidah sebagai berikut : ―Isyarat bagi orang bisu 

sama dengan ucapan lidah‖.
24

 

 

c. Syarat-Syarat Akad 

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut : 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 

pengampuan, dan karena boros. 

2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya, 

3) Akad itu di izinkan oleh syariat, di lakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‗aqid  

yang memiliki barang, 

4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syariat. Akad 

dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rah}n 

(gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan), 

5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. 

Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum 

qabul maka batAllah ijabnya, 

6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang 

yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab 

tersebut menjadi batal.
25

 

 

d. Prinsip-Prinsip Akad 

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip 

akad dalam Islam:  

1) Prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Sjahdeini asas 

kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan 
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kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian 

untuk dapat menyetujui klausal-klausal dari perjanjian 

tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.
26

 

2) Prinsip perjanjian itu mengikat. Asas ini berasal dari hadis 

Nabi Muhammad saw yang artinya: ―Orang-orang muslim 

itu terikat kepada perjanjian-perjanjian, klausul-klausul 

mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram‖.
27

 Dari hadis di 

atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan 

perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati 

bersama pihak lain dalam perjanjian.
28

 Sehingga seluruh isi 

perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan 

oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. 

3) Prinsip kesepakatan bersama (konsensualisme). Dapat pula 

di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal 

tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip 

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa 

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, 

tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, 

yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

4) Prinsip iba>h}ah. Asas iba>h}ah adalah asas umum hukum Islam 

dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan  

dalam adagium ―Pada asasnya segala sesuatu itu boleh 

dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.‖ Asas ini 

merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk 

bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang 

disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat 

bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi 

Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah 
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diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bidah dan tidak sah 

hukumnya. 

5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. yang 

dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki 

kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
29

 

Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai 

kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 

menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun 

debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan 

perjanjian itu dengan iktikad baik. 

6) Prinsip kejujuran (amanah).
30

 Jika kejujuran ini tidak 

diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas 

kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.
31

 

 

e. Macam-Macam Akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi 

dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya 

menurut syariat, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :  

1) Akad Sahih 

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun 

dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 

dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:  

a) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad 

yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya, 

b) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki 

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad 

                                                             
29

 Ibid. 
30

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres, 

1982). h. 65. 
31

 Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam (2006). h. 12. 



 20 

ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang 

mumayyiz|\.32
 

2) Akad tidak Sahih 

Akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga 

seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak 

mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih 

di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua 

macam, yaitu sebagai berikut :  

1) Akad Batil 

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah 

satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syariat. 

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas.Atau terdapat 

unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah 

satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.  

2) Akad Fas}i>d  

Akad fas}i>d adalah akad yang pada dasarnya di 

syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak 

jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak 

di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di 

jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, 

sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan 

pembeli. Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan 

akad fas}i>d mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah 

dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.
33

 

 

f. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 

sebagai berikut:  

1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad 

tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.  
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2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 

tersbeut sifatnya tidak mengikat.  

3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika :  

a) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-

unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak 

terpenuhi, 

b) Berlakunya khiya>r syarat, aib, atau rukyat, 

c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak 

secara sempurna, 

d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
34

 

 

2. Teori Kebijakan 

a. Pengertian Kebijakan 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, 

suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak 

penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai 

kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya 

memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas 

keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan 

setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat 

hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social 

justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan 

peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, 

perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya 

pengembangan berkelanjutan.
35

 

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh 

Syafaruddin 
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bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa 

Yunani, yaitu ―Polis‖ yang artinya kota (city).
36

 Pendapat ini 

menjelaskan bahwa kebijakan mengacu kepada bagaimana cara 

pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. 

Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan 

organisasi dan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah 

atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar 

tujuannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan 

merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah 

dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para 

pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi 

pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas 

perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan 

demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas 

tindakan yang terjadi. 

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan 

implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat 

diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk 

mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah 

kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa 

upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan 

subtantif.
37

 

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, 

dan program, dalam sebuah Negara dianggap sebagai rangkaian 

tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang 

mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang 

atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. 

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, 

dapat disimpukan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian konsep 

dan azas yang menjadi garis besar dalam sebuah perencanaan yang 
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dilaksanakan untuk suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 

bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam 

memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman 

dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai 

pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 

 

b. Analisis Kebijakan 

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin 

maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam 

administrasi publik yaitu kebijakan publik (public policy). Dengan 

begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh 

badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan 

perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan 

kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu 

kebijakan. 

kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau 

pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan 

dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau 

warga Negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan 

pengetahuan tentang kesejahteraan bangsa. Dalam proses pembuatan 

kebijakan untuk lebih memamahi kebijakan maka perlu mengkaji 

tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah 

suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang 

lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat 

kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat 

pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang 

tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. 

Untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis 

kebijakan. 

Menurut Bardach bahwa analisis kebijakan adalah suatu 

aktifitas politik dan sosial.
38

 Hal ini berarti dalam analisis kebijakan 

perlu dipahami masalah-masalah yang bersifat politis dan social. 

Kemudian Palto dan Sawicky sebagaimana dikutip Riant Nugroho 
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menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan tindakan yang 

diperlukan untuk membuat suatu kebijakan, baik kebijakan yang 

baru maupun kebijakan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan 

yang ada.
39

 

Pendapat Dunn yang dikutip dalam Nanang Fattah bahwa 

analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya 

memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode dan 

substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi 

sosial, dan filosofi sosial politis.
40

 yang dilakukan dengan cara 

tertentu. 

Beberapa cara untuk menggambarkan analisis kebijakan. Salah 

satu yang diadopsi di sini bahwa analisis kebijakan adalah proses 

pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan 

penilaian yang kritis, dan mengomunikasikan informasi yang 

bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.
41

  

Sedangkan Dunn menyatakan bahwa ada tiga pendekatan 

dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan 

normatif. Pendekatan empiris berupaya menjawab permasalahan 

fakta-fakta, pendekatan evaluatif berupaya mencari beberapa nilai 

atas sesuatu, dan pendekatan normatif memberikan upaya tindakan 

atas apa yang harus dilakukan. 

William N. Dunn dalam Nanang Fattah merangkum analisis 

kebijakan melalui lima tahap sebagai berikut:
42

 

1) Perumusan Masalah Kebijakan 

Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu 

masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-

kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan 

masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap 

suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu 

dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif, dan perumusan 
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seperangkat tindakan yang lebih prioritas, usaha-usaha untuk 

mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan 

arahan-arahan.
43

 

Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, 

yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah. 

Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi, dan 

bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas 

pada perlunya dibuat kebijakan, karena permasalahan merupakan 

titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun 

masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara 

mendalam dan mengsingkronisasikan dengan pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya 

guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan 

agenda setting. 

2) Meramalkan Alternatif Kebijakan (Prediksi) 

Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang 

akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari 

tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di 

dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah 

alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini 

menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang 

dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan 

sesuatu.
44

 

Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-

kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan 

yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, 

mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori 

dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi dimasa depan 

akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan 

alternatif tersebut dan dilakukan dalam tahap formulasi 

kebijakan. 
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3) Merekomendasikan Penerapan Kebijakan (Preskripsi) 

Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan 

penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk 

kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini 

berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan 

tidak hanya evaluasi empiris saja akan tetapi berhubungan dengan 

aspek normatif. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan 

informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi 

dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.
45

 

Ciri-ciri rekomendasi adalah fokus pada tindakan dan 

orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata 

dan nilai ganda penerapan kebijakan yang terstruktur dalam 

rekomendasi tidak hanya sebatas teoritis dan logika empiris akan 

tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan 

atau diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau 

biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya sudah diestimasi 

melalui peramalan, dan dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan. 

Rekomendasi penerapan kebijakan meliputi usaha-usaha 

untuk mentrasnformasi keputusan kedalam istilah operasional, 

maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. penerapan kebijakan sebagai bagian penting 

dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan suatu 

kebijakan akan tergantung pada proses penerapan kebijakan. 

Kegagalan suatu kebijakan dapat diakibatkan karena pelaksanaan 

implementasi kebijakan yang tidak tepat.
46

 

Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat 

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam 

meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah 

dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses 

pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur 
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atau mambandingkan antara hasil akhir dari program-program 

tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. 

Program-program kebijakan akan ditentukan pada tahap 

pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Seringkali 

kebijakan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk 

diimplemetasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton dan 

Sawicki bahwa ―suatu kebijakan justru akan menemukan banyak 

masalah pada tahapan pengimplementasian, karena tidak semua 

kebijakan memuaskan semua orang. Dengan demikian, maka 

alternatif-alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, haruslah 

yang dapat diimplementasikan (the alternatives has to be 

implemented).
47

 

4) Monitoring Kebijakan (Deskripsi) 

Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama 

lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang 

kebijakan publik.
48

 Monitoring merupakan prosedur yang 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan 

konsekuesi dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi 

tentang konsekuensi akan berimbas untuk masa sekarang dan 

masa lalu saat diterapkannya alternatif kebijakan tersebut.
49

 

Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk 

menggambarkkan hubungan antara pelaksanaan program 

kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil 

sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam 

tahapan implemetasi kebijakan.  

Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang 

suatu kebijakan maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari 

publik terutama badan-badan legislatif. Karena sebuah kebijakan 

perlu dukungan dari mayoritas, guna menuju monitoring 

kebijakan yang baik. Monitoring kebijakan merupakan prosedur 

analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi 
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tentang kausalitas dari kebijakan publik. Monitoring ini 

memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara 

pelaksanaan program kebijakan dan hasilnya dengan sumber 

utamanya adalah pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan.
50

 

Sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama 

dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan. 

5) Mengevaluasi Kinerja Kebijakan 

Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada 

aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 

program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yaitu nilai yang 

dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam 

hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah 

mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang memberi arti 

bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik.
51

  

Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi 

tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, 

kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring 

menjawab pertanyaan ―apa, bagaimana, dan mengapa terjadi‖. 

Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang 

diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian 

kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan 

untuk menjawab pertanyaan masalah, sebab dalam evaluasi 

kebijakan, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan 

dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi suatu masalah. 

Dalam mengahasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, 

analisis  dapat menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk 

mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah dibahas 

dalam hubungannya dengan rekomendasi kebijakan.  

Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria 

untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika ditetapkan atau 

dipublikasi. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif, 
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sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara 

prospektif. Kriteria-kriteria evaluasi hasil kebijakan adalah 

sebagai berikut:
52

 

1) Efektifitas 

Efektifitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif 

mencapai hasil (akibat) yang diterapkan, atau mencapai 

tujuan dari diadakannya tindakan. 

2) Efisiensi 

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. 

Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas 

ekonomi adalah hubungan antara efektifitas dan usaha, 

yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per 

unit produksi atau layanan. 

3) Kecukupan 

Kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau 

kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria 

kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

4) Pemerataan/kesamaan 

Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas 

legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat usaha 

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah 

kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan 

secara adil. 

5) Responsif 

Responsif ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsif 

adalah penting karena memiliki analisis yang dapat 
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memuaskan semua kriteria lainnya: efektifitas, efisiensi, 

kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum 

menanggapi (responsif) terhadap kebutuhan aktual dari suatu 

kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu 

kebijakan. 

6) Ketepatan 

Ketepatan erat hubungannya dengan rasionalitas 

substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan 

tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua 

atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk 

pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
53
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I. Metode Penelitian 

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis 

yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi 

terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.
54

 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field 

research) Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara 

intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang 

terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, 

atau komunitas 
55

.  Menurut lexi J. Moleong, penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah
56

  yang dilakukan secara deskriptif analisis 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat
57

. Sebab penelitian ini memberikan gambaran tentang 

hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang 

diperoleh di lapangan.
58

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau 

kelompok tertentu.  
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Dalam konteks penelitian ini objek yang dijadikan data analisis 

adalah hasil wawancara dengan karyawan atau pegawai Bank 

Syariah Indonesia dan nasabah Bank Syariah Indonesia di kantor 

cabang Bandar Lampung. Dalam isi wawancara tersebut akan 

dieksplorasi terkait bagaimana sistem pemberian potongan yang 

belaku dibank tersebut, kemudian dianalisis dalam secara teori akad 

dan juga dengan pendekatan yuridis, teologis normatif, dan 

sosiologis. 

 

2. Data Dan Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data diperoleh, 
59

Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data
60

. Sumber utama untuk 

mendapatkan data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber 

data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data 

yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya 

dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi lapangan 

berupa informasi yang berasal dari para praktisi pada Bank 

Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung, nasabah pada bank 

tersebut dan dokumen potongan pelunasan. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

dokumen.
61

 Sumber data yang tidak langsung dari informan atau 

data tambahan yang digunakan yang berupa dokumenter yang 
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bersumber dari buku-buku yang membahas prinsip syariah dalam 

akad pembiayaan, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media 

cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di 

atas yang mendukung kerja peneliti.
62

 Data yang telah diperoleh 

baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder 

kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap 

mengutamakan substansi data primer. penelitian ini 

menggunakan bahan data sekunder yang meliputi: Al-Qur‘an, 

Hadis, Fatwa DSN MUI. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek 

yang diteliti.
63

 Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target 

yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto 

menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi 

kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih 

jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan 

masalah.
64

 Langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti 

untuk mengkaji adalah menentukan pendekatan.
65

 Pendekatan yang 

dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas objek penelitian.
66

 

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, 

pendekatan yuridis, teologis normatif, dan sosiologis hukum 

merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi 

dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di masyarakat.
67

 

Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi 
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Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data peneliti menggunakan data pustaka 

dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. 

Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil 

data dari dokumen yang biasa berupa tulisan, gambar atau karya-

karya monumental seseorang.
68

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara 

penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan 

interview quide (Pedoman Wawancara).
69

 

 

5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori 

Haberman dan Miles dikutip oleh Bungin teknik ini dikenal dengan 

istilah teknik pengolahan data interaktif.
70

 Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
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orang lain.
71

 Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga 

tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian 

data dan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut:  

1. Reduksi data, yaitu proses pengumpulan data yang kemudian 

dilakukan pemilahan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah 

data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Penelitian ini hanya berkaitan dengan potongan pelunasan dalam 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang 

Bandar Lampung.  

2. Penyajian data, adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola–pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta 

memberikan tindakan.
72

 Kemudian data disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif 

deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interprestasi terhadap 

hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang 

dirumuskan menjadi lebih objektif.  

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu merumuskan 

kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data 

secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur 

kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses penyimpulan 

hasil akhir peneliti. Dengan demikian, analisis pengolahan data 

yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil 

kajian pustaka, dan interview secara mendalam. Kemudian 

mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data 

mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil 
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penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitian 

sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 

  

J. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penyusunan Tesis dapat terarah dan sesuai yang 

diinginkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang 

terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :  

Bab I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : kajian teori yang terdiri dari teori tentang pengertian 

murabahah, landasan hukum murabahah, pengertian potongan 

pelunasan, fatwa terkait potongan pelunasan, mekanisme 

potongan pelunasan. 

Bab III : penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan aspek 

penting konsep potongan pelunasan pembiayaan murabahah dan 

pemotongan murabahah akibat percepatan pelunasan di bank 

syariah Indonesia yang meliputi : Bank Syariah Indonesia 

cabang Bandar Lampung, pengaturan potongan pelunasan 

Murabahah, pengertian potongan pelunasan Murabahah, 

ketentuan dan pelaksanaan potongan pelunasan dalam 

pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang 

Bandar Lampung. 

Bab IV : analisis mekanisme pemberian potongan pelunasan (diskon 

margin) pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah 

Indonesia kantor cabang Bandar Lampung dan bagaimana 

praktik potongan pelunasan dalam murabahah yang ditinjau dari 

segi teori akad. 

Bab V : penutup dari pembahasan tentang potongan pelunasan  dalam 

pembiayaan murabahah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembiayaan Murabahah  

1. Definisi  

Salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh 

perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi 

murabahah lazim dilakukan oleh rasulullah saw. dan para 

sahabatnya. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam 

bentuk jual beli. Secara bahasa, Murabahah berasal dari kata dasar 

rib}h yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah 

az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan 

harga perolehan ditambah keuntungan". 
73

 Secara istilah, dalam 

kitab Tuh}fah al-Fuqaha> disebutkan bahwa Jual beli Murabahah 

adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya 

memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan 

keuntungan atau laba.
74

 Dalam Al-mu‘jam al-iqtis}a>di al-Isla>mi bai’ 

al-Mura>bah}ah diartikan sebagai bentuk jual beli dengan tambahan 

(keuntungan) dari harga pokok. 

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang 

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. 

Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali 

dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat 

dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk 

persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.
75

 Jual 

beli murabahah adalah jual beli yang dilakukan oleh pihak yang 

cakap hukum dan memiliki kewenangan, pihak-pihak mengetahui 

jumlah, dan disepakati adanya tambahan sebagai keuntungan 

penjual.
76
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Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu 

bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah 

ditentukan berapa required rate of profitnya (keuntungan yang ingin 

diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya ―keuntungan 

yang disepakati‖, karakteristik murabahah adalah si penjual harus 

memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut.
77

 Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya yang 

dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia 

mengatakan:‖saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil 

keuntungan 15 dinar‖. 

Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan 

pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah 

memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain 

sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.
78

 

 

2. Dasar Hukum Murabahah 

Dalam Islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan 

dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, semua transaksi bisnis 

yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. 

Adapun landasan jual beli murabahah sebagai sebuah perbuatan 

hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas 

suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli adalah Al-

Qur‘an, Sunnah, dan Ijma.  

Adapun landasan hukum akad murabahah dalam Al-Qur’an 

surat Al-Ma>'idah (5) ayat 1: 
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يْمَةُ الَْْهؼَْامِ اِلْذ مَا يتُْلٰٓ ػوَيَْ  ذتْ مكَُُْ بََِ يْنَ آمَنوُْٓا اَوْفوُْا بِِمؼُْقُوْدِ  اُحِو ِ َا الَّذ َيُّه كُُْ غيََْْ مُحِلِّٰ يٰٓٓ

كُُُ مَا يُريِدُْ  َ يََْ يْدِ وَاَهتُُْْ حُرُم   اِنذ الّلّٓ  امصذ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
79

 

Firman Allah dalam surat Al-Ma>'idah (5) Ayat 2: 

 َ َ  اِنذ الّلّٓ ذقُوا الّلّٓ ثِْْ وَامؼُْدْوَانِ وَۖاث دِيدُْ وَثؼََاوَهوُْا ػلََٰ امبِِّْ وَامتذقْوٓىۖ وَلَْ ثؼََاوَهوُْا ػلََٰ الِْْ َِ  

 امؼِْقَابِ 

―…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.
80

 

Berdasarkan ayat di atas, pelaksanaan murabahah dalam suatu 

bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya di atas, 

mensyaratkan adanya akad antara pihak bank syariah atau lembaga 

keuangan syariah dan nasabah, khususnya akad jual beli 

(murabahah) dengan jalan ‚an tara>d}in (suka sama suka) agar 

tercipta jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang 

mengakibatkan terjadinya riba dalam akad tersebut. 

Dan bersabda Rasulullah saw. Menurut riwayat Bukhari dan 

Muslim: 

قاَإ  جُلَانِ فكَُُه وَاحِدٍ مِنُْْمَا بِِلِخيَارِ مَاممَْ يتََفَرذ  ذَا ثيََايعََ امرذ
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‚Bila berlaku jual beli antara dua orang, maka masing-masing 

berhak membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka 

belum berpisah81.‛ 

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi’i 

menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu 

kecuali dengan serah terima secara lafz}i (qabul), karena hal ini 

merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai 

dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara 

mu'ata>h, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, 

adanya sighat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual 

beli.  Tetapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan 

Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, 

sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. 

begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya 

suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka 

membenarkan keabsahan jual beli secara mu'ata>h. 

Mayoritas ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli 

dengan cara murabahah sebagai transaksi real yang sangat 

dianjurkan dan merupakan sunnah rasulullah. Kaidah fiqh tentang 

murabahah adalah sebagai berikut :  

ريِمِْيَا لْذ أَنْ يدَُلذ دَمِيْل  ػلََٰ تََْ
ِ
بَِحَةُ ا

ِ
 الَأصْلُ فِِ اممُْؼَامَلَاتِ اْلْ

pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.
82

 

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan 

muamalah yang di dalamnya meliputi transaksi murabahah adalah 

boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi 

tersebut. 

Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam 

akad Murabahah. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan 

suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. 
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Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek 

akad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan atau ijab dan 

kabul.
83

 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam 

memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri 

dari:  

a. Pihak yang berakad  

1) Penjual (Bank) 

2) Pembeli (Nasabah) 

3) Pemasok (Supplier)  

b. Obyek yang diakadkan  

1) Adanya wujud barang yang diperjual belikan 

2) Harga barang  

c. Tujuan Akad  

d. Akad  

1) Serah (ijab) 

2) Terima (qabul)
84

 

Ada beberapa Kriteria Umum dalam akad murabahah: 

a. Pembeli mengetahui harga perolehan atau harga produksi; 

b. Jumlah keuntungan yang diterima penjual baik angka absolut 

tertentu maupun presentasenya dari harga jual (nis}bah min al-

s\aman); 

c. Harga (s\aman) pada jual-beli pertama (harga perolehan atau 

harga produksi) karena pertambahan atas harta riba termasuk 

riba; 
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d. Ra’s ma >'l al-Mura>bah}ah harus mata uang yang disepakati 

sehingga terukur keuntungan yang diterima penjual. 

e. Harga perolehan timbul dari akad jual-beli yang sah; jika akad 

jual-belinya tidak sah, maka akad Murabahah yang dilakukan 

juga tidak sah.
85

 

 

4. Pembebanan Biaya 

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja 

yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. 

Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang 

langsung terkait dengan transaksi jual beli itu, dan biaya-biaya yang 

tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun 

memberikan nilai tambah pada barang tersebut. 
86

 

Ulama mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-

biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli 

kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini 

termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak 

menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen 

biaya.
87

 Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-

biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, 

namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang 

semestinya dikerjakan oleh si penjual.
88

 

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya 

langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual 

selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan 

akan menambah nilai barang yang dijual.
89

 Secara ringkas, dapat 

dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya 

langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat 

mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung 
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yang berkaitan dengan perkerjaan yang memang semestinya 

dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan 

hal-hal yang berguna. 

Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak 

langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu 

harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila perkerjaan itu harus 

dilakukan oleh sipenjual, mazhab maliki tidak membolehkan 

pembebanan biayanya, sedangkan ketiga mazhab lain 

membolehkannya. Empat mazhab sepakat tidak membolehkan 

pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang 

atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna. 

 

5. Murabahah dengan pesanan 

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa 

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan 

pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat 

bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli 

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka 

pembelian kepada nasabah).  

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin 

membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan 

barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual 

akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan 

spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh 

mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan 

tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil 

pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui 

pesanan ini adalah sah dalam fikih islam, antara lain dikatakan oleh 

imam Muhammad Ibnul-Hasan asy-Syaibani, imam Syafi’i, dan 

imam Ja’far as-Shiddiq.
90

 

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh 

meminta pembayaran uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini 
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sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila 

kemudian si penjual telah membeli dan memasang perlengkapan di 

mobil pesananya, sedangkan si pembeli membatalkannya, uang 

tanda jadi ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer 

mobil. Bila uang tanda jadi nya lebih kecil dibandingkan jumlah 

kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat 

meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli 

berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan 

yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan 

pesanannya.
91

 

 

6. Murabahah dengan tunai atau cicilan 

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau 

cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan 

dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. 

Murabahah mu'ajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang 

diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik 

dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum 

(sekaligus). 

 

B. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah 

1. Definisi 

Pengertian potongan pelunasan murabahah adalah 

pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga 

keuangan syariah sebagai pihak penjual. Maksudnya adalah bank 

memberikan potongan harga dari sisa utang nasabah yang dilakukan 

pembiayaan secara angsuran/kredit, Jika nasabah melakukan 

pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo atau pelunasan lebih awal 

dari jangka waktu yang telah ditentukan. Pada saat penandatanganan 

akad dijelaskan oleh pihak bank bahwa: harga jual adalah harga beli 

ditambah margin keuntungan bank yang dan disetujui atau 

disepakati oleh nasabah. Jadi, ketika nasabah ingin melakukan 

percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, nasabah akan 
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dibebani oleh total uang pokok dan margin yang belum dibayar 

dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah 

apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan. Bank 

memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan potongan 

pelunasan dalam membayar pelunasan angsuran jika dilakukan 

pelunasan lebih cepat.
92

 

Nasabah diperkenankan melunasi pembiayaan yang 

didapatnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Bagi bank 

syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik 

karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi dimasa 

depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas 

pelunasan tersebut. Dalam praktik perbankan besar/kecilnya 

potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan 

jangka waktu. Pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga 

cenderung lebih besar dibanding potongan untuk individu. Adapun 

pembiayaan dengan sisa jangka waktu lebih lama cenderung lebih 

besar dibanding dengan sisa waktu yang lebih pendek. Oleh karena 

potongan tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak 

nasabah, maka bank juga boleh tidak memberikan potongan pada 

nasabah yang melakukan pelunasan dini.
93

 

 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 23/DSN-

MUI/III/2002 Tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah 

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, fatwa ini berisi 

tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Pada ketentuan 

umumnya disebutkan bahwa  

a. Nasabah yang menggunakan transaksi murabahah jika melunasi 

seperti yang telah diperjanjikan dalam akad (tepat waktu) atau 

melunasi lebih cepat dari yang telah diperjanjikan dalam akad, 

maka LKS diperkenankan memberikan potongan pembayaran 

dengan satu syarat yaitu: tidak ada perjanjian dalam akad.  
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b. Mengenai besaran potongan yang akan diberikan oleh LKS, 

diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS itu sendiri.
94

 

Ketetapan di atas mengandung makna bahwa seharusnya 

nasabah membayar sesuai dengan akad yang telah disepakati akan 

tetapi ketika dilunasi lebih awal, maka LKS dapat memberikan 

potongan asalkan tidak diperjanjikan dalam akad dan mengenai 

besaran diserahkan kepada kebijakan LKS, meskipun potongan 

angsuran murabahah merupakan pengurangan keuntungan 

murabahah bagi LKS.
95

  Potongan, berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) didefenisikan sebagai pengurangan atau 

mengurangi harga atau biasa disebut juga dengan karting.
96

 Tjiptono 

dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemasaran mendefenisikan 

diskon sebagai potongan harga kepada penjual dari pembeli sebagai 

sebuah penghargaan dari aktivitas pembeli. Diskon tersebut 

diberikan kepada pembeli ada beberapa faktor, seperti ketika 

seorang pembeli melunasi tagihan lebih awal, pembelian dengan 

jumlah yang besar, atau pembelian saat tidak musimnya atau pada 

saat permintaan hari-hari puncak.
97

 

 

3.  Standar Pelunasan Dipercepat dan Potongan Pelunasan  

a. Pelunasan dipercepat adalah pembayaran sebagian atau 

keseluruhan dana pembiayaan Murabahah yang dilakukan 

sebelum jatuh tempo masa pembayaran yang dapat dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

b. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan pada setiap hari kerja 

dengan kewajiban Nasabah untuk memberikan pemberitahuan 

tertulis sebelumnya.  
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c. Pemberitahuan tertulis mencakup perubahan skema angsuran 

apakah jangka waktu yang dipersingkat ataukah perubahan 

jumlah angsuran yang diperbesar. 

d. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme berupa 

penyerahan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Potongan 

pelunasan dipercepat akan diberikan bank kepada nasabah pada 

saat pelunasan piutang murabahah, apabila nasabah:  

1) melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau  

2) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu 

yang telah disepakati; dengan syarat tidak diperjanjikan 

dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada 

kebijakan Bank.  

e. Besarnya biaya administrasi atau diskon atas pelunasan yang 

dilakukan sebagian atau seluruhnya dihitung dan disepakati 

bersama kemudian.  

f. Pelunasan keseluruhan dana pembiayaan Murabahah oleh 

Nasabah kepada bank secara otomatis juga menghentikan seluruh 

pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. 

g. Jika diskon (potongan harga) yang diberikan pemasok terhadap 

harga barang sebelum terjadinya akad maka diskon menjadi hak 

nasabah. Apabila diskon diberikan pemasok setelah akad 

ditandatangani, maka pembagian diskon akan disepakati bank dan 

nasabah kemudian.
98

 

 

C. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh 

syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis 

beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan 

atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan 

untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah 

keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau 
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penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur 

kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat 

saling berhadapan. 

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang 

berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi 

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut 

prinsip syariah. Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali 

diistilahkan dengan al-iqtis}a>di al-Isla>mi. Kata al-iqtis}a>di secara 

bahasa berarti al-qas}du pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan 

kata al-iqtis}a>di didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan 

yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan 

mengonsumsinya.
99

 Jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi 

syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan segala kegiatan transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai 

islamiah yang tercantum dalam Al-quran, hadis dan ijtihad para 

ulama. 

 

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur‘anul Karim 

Al-Qur’an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam 

hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul 

Saw guna memperbaiki, meluruskan dan mebimbing umat manusia 

kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-

ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam 

Surat Al-Ja>s\iyah (45) ayat 18: 

يْنَ لَْ يؼَْومَُوْنَ  ِ ذبِعْ اَىْوَاۤءَ الَّذ ذبِؼْيَا وَلَْ ثتَ مْرِ فاَث نَ الَْْ  ثُْذ جَؼَونْٓكَ ػلَٰٓ شََِيؼَْةٍ مِّ

Artinya: 

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 

                                                             
99

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga 

Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 

2019). 22.  



 49 

(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan 

janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak 

mengetahui.” 

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang 

berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan 

larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. 

Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan 

alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk 

bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga 

untuk mencari keridhaan Ilahi.
100

 

 

b. Hadis dan Sunnah  

Setelah al-qur’an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan 

sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber 

hukum ini apabila didalam al-qur’an tidak terperinci secara lengkap 

tentang hukum ekonomi tersebut. 

c. Ijmak 

Ijmak adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana 

merupakan 

konsensus baik dari masyarakat maupun para cendikiawan agama 

yang tidak terlepas dari al-qur’an dan hadis. 

d. Ijtihad dan Kias 

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk 

menumukan 

sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan 

kias adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang 

dihasilkan melalui penalaran analogi. 
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e. Istih}sa>n, Is}tis}la>h dan Istis}h}ab 

Istihsa>n, istislah dan istishab adalah bagian dari pada sumber 

hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil 

dari keempat Mazhab.
101

 

 

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamya urusan 

sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (maqa>s}id al-

syari>‘ah) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia 

dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan 

dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi 

Qal’aji dalam bukunya yang berjudul Maha>bis\ Fil Iqtis}a>di Al-

Isla>mi.102
 menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya 

dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu: 

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara 

pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat 

fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara 

dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep 

pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah 

konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis 

yang terdiri atas tauhid, khilafah, dan takziyah. 

b. Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan 

pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya 

dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan 

spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam 

bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan 

material-duniawi melaikan juga berorientasi pada 

terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi. 

c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil dalam hal 

ini kehadiran ekonomi syariah betujuan membangun 

                                                             
101

 Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19. 
102

 Muhammad Rawasi qal‟aji, Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah (Kairo: 

Matba‘ah al-Istiqomah, 1939), h. 107. 



 51 

mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang 

praktek penimbunan dan monopoli sumber daya alam di 

sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang 

ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan 

keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
103

 

 

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

a. Siap Menerima Resiko 

  Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan 

pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi 

dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait 

dengam pekerjaanya itu. Keuntungan dan manfaat yang 

diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, 

tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa 

resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip ‚dimana ada manfaat, 

disitu ada resiko‛. 

b. Tidak Melakukan Penimbunan  

  Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan 

untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa 

dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh 

uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan. 

c. Tidak Monopoli 

  Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan 

seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk 

melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam 

ekonomi sebagai jiwa dari fa>stabiqu>l al-khaira>t.104
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d. Ta‘awun (tolong menolong) 

  Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang 

berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat 

adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya 

masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur’an mengajarkan agar 

manusia tolong menolong (ta‘awun) dalam kebajikan dan taqwa, 

jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Ma>'idah (5) ayat 

2: 

 َ َ  اِنذ الّلّٓ ذقُوا الّلّٓ ثِْْ وَامؼُْدْوَانِ ۖوَاث  وَثؼََاوَهوُْا ػلََٰ امبِِّْ وَامتذقْوٓىۖ وَلَْ ثؼََاوَهوُْا ػلََٰ الِْْ

دِيدُْ امؼِْقَابِ  َِ 

‚…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
105

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat 

manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa 

tolong menolong (ta‘awun) terutama yang terkait dengan 

kehidupan ekonomi, tetapidengan syarat tidak boleh tolong 

menolong dengan dosa dan pelanggaran. 

e. Keadilan 

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, 

akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai 

dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat 

diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap 

orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan 

dan mendapatkan hak- haknya dengan benar. Al-Qur’an 

memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil 

karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada 
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ketaqwaan sebagimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur’an 

Surah Al-Ma>'idah (5) ayat 8 yang berbunyi: 

نَآنُ قوَْمٍ  ذكُُْ ِ َ رمَِن يَدَاۤءَ بِِمقِْسْطِۖ وَلَْ يََْ ُِ  ِ امِيَْْ لِلّّٓ يْنَ آمَنوُْا لُوْهوُْا قوَذ ِ َا الَّذ َيُّه  يٰٓٓ

َ خَبِيٌْْۢ بِمَا  َ  اِنذ الّلّٓ ذقُوا الّلّٓ ػلَٰٓٓ اَلْذ ثؼَْدِموُْا  اِػْدِموُْا  ىُوَ اَقْرَبُ نِوتذقْوٓىۖ وَاث

 ٓ نَآنُ ثؼَْمَووُْهيَٓ ذكُُْ ِ َ رمَِن يَدَاۤءَ بِِمقِْسْطِۖ وَلَْ يََْ ُِ  ِ امِيَْْ لِلّّٓ يْنَ آمَنوُْا لُوْهوُْا قوَذ ِ َا الَّذ اَيُّه

َ خَبِيٌْْۢ بِمَا  َ  اِنذ الّلّٓ ذقُوا الّلّٓ قوَْمٍ ػلَٰٓٓ اَلْذ ثؼَْدِموُْا  اِػْدِموُْا  ىُوَ اَقْرَبُ نِوتذقْوٓىۖ وَاث

 ثؼَْمَووُْنَ 

‛Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.‛106
 

f. Kejujuran (amanah) 

Dengan demikian kejujuran disini ialah suatu sifat dan 

sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan 

sesuatuyang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, 

rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik 

dan dapat disebut ‚al-amin‛ yang berarti yang dapat dipercaya, 

yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat 

kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa> 

'(4) ayat 58 yang berbunyi: 

كَُوُْا  مٓنٓتِ اِلٰٓٓ اَىْوِيَاۙ وَاِذَا حَكََْتُُْ بيََْْ امنذاسِ اَنْ تََْ وا الَْْ َ يأَمُْرُكُُْ اَنْ ثؤَُده اِنذ الّلّٓ

يْؼًاۢ بصَِيًْْا َ كََنَ سََِ ا يؼَِظُكُُْ بِوٖ   اِنذ الّلّٓ َ هِؼِمذ  بِِمؼَْدْلِ   اِنذ الّلّٓ

‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
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dengan adil. Sesungguhmya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar 

lagi maha\ melihat‛.107
  

g. Kebenaran (al-s}idqah) 

Kebenaran (al-s}idqah) adalah berlaku benar, baik dalam 

perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap 

benar ini diperintahkan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah (11): 

ayat 119 yang berbunyi : 

دِقِيَْْ  َ وَلُوْهوُْا مَعَ امصّٓ ذقُوا الّلّٓ يْنَ آمَنوُا اث ِ َا الَّذ َيُّه  يٰٓٓ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar‛.108 

Sikap benar ini adalah salah satu yang menetukan status dan 

kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip 

kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan 

antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan 

golongan lainnya. 

h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah) 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang 

berkaitan dengan nilainilai dasar pembangunan masyarakat 

adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan 

kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur’an mengajarkan bahwa 

Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam 

firman Allah : 

لَ مِتَؼَارَفوُْا ۚ اِنذ 
ِ
قبََاۤى ؼُوْبًِ وذ ُِ اُهثْٰٓ وَجَؼَونْٓكُُْ  نْ ذَلَرٍ وذ َا امنذاسُ اِنَّذ خَوقَْنٓكُُْ مِّ َيُّه  يٰٓٓ

َ ػوَِيْْ  خَبِيْْ   ِ اَثْقٓىكُُْ  اِنذ الّلّٓ  الَْرَمَكُُْ غِنْدَ الّلّٓ
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‚Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal‛. 

(Q.S Al-H{ujura>t (49) ayat 13).
109

 

i. Kebebasan (freewill) 

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat 

melahirkan dua pengetian yang luas, yakni kreatif dan 

kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-

ide, bisa mengekplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada 

dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. 

Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh 

berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih 

banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna 

kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya 

dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah 

syariat.  

Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan 

dalam berekonomi manurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-

aturan syari’at. Bahwa manusia deberi kekuasaan dan 

keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada 

segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak 

melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu‘ah 

(62) ayat 10-11 yang berbunyi: 

 َ ِ وَاذْلُرُوا الّلّٓ وْا فِِ الَْْرْضِ وَابتَْغُوْا مِنْ فضَْلِ الّلّٓ وٓوةُ فاَهتْشَُِِ فاَِذَا قُضِيتَِ امصذ

ذؼَوذكُُْ ثفُْوِحُوْنَ  ا م  لَثِيًْْ
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‚Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

agar kamu beruntung.‛110 

نَ  ِ خَيْْ  مِّ مًا  قلُْ مَا غِنْدَ الّلّٓ
ِ
وْٓا اِهيَْْاَ وَترََلُوْكَ قاَۤى ارَةً اَوْ ميَوًْا ۨاهفَْضه وَاِذَا رَاَوْا تَِِ

زِقِيَْْ  ُ خَيُْْ امرّٓ ذيوِْ وَمِنَ امتجَِّارَةِ  وَالّلّٓ  انو

‚Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka 

segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau 

(Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, ‚Apa yang 

ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,‛ 

dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.‛111 

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlaq. 

Berakhlaq dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. 

Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan 

produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam 

menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah 

bagian penting dalam perekonomian. 

1) Prinsip berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain 

lebih dari pada hak orang lain. 

2) Prinsip pertanggung jawaban, yang meliputi beragam aspek 

yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu, 

pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam 

masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi 

terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara 

keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab 

ini berkaitan dengan baitul mal. 
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3) Prinsip al kifa>yah, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul 

Hadi Purnomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi 

kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarkat.
112 

 

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah 

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum 

ekonomi syariah yaitu: 

a. Kesatuan (Unity). Kesatuan disini merupakan refleksi dari 

konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan 

Muslim baikdi bidang ekonomi, politik, sosial menjadi 

keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsitensi dan 

keteraturan yang koprensif. 

b. Keseimbangan (Equitibrium). Dalam aktivitas dunia kerja dan 

bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali 

pada pihak yang tidak disukai. 

c. Kehendak bebas (Free Will). Kebebasan merupakan bagian 

zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi 

Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan 

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak 

ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat 

dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat 

lainya melalui. 

d. Tanggung Jawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah 

sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi 

tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung 

jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat 

dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa 

yang bebas dilakukan oleh manusia dengan betanggung jawab 

sesuai yang dilakukannya. 

e. Kebenaran (True). Dalam konteks bisnis, kebenaran 

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang 

meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau 
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memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses 

upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip 

kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku 

prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian 

dalam bisnis. 

f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, 

moral maupun materil, antara individudan msyrarakat, maupun 

antar masyrakat satu dan lainnyayang berlandaskan pada syariah 

Islam. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami 

secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha 

bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap 

nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.
113
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan kepada Pegawai BSI Diponegoro Bandar Lampung. 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ? 

2. Daftar nama pegawai Bank Bsi Diponegoro Bandar Lampung ?  

3. Apa saja produk  BSI Diponegoro ?  

4. Bagimana Implementasi  potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah? 

5. Apakah telah ada kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam 

perumusan terkait pemberian potongan pelunasan? 

6. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan potongan 

pelunasan ? 

7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan? 

8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian 

potongan pelunasan yang sama atau berbeda ? 

Pertanyaan kepada Nasabah  BSI Diponegoro Bandar Lampung. 

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Diponegoro ? 

2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ? 

3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan Murabahah ke BSI KC 

Diponegoro? 

4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ? 

  



 

Pedoman Wawancara  

 

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KCP Kedaton Bandar Lampung. 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ? 

2. Daftar nama pegawai Bank BSI KCP Kedaton Bandar Lampumg ? 

3. Apa saja produk  BSI KCP Kedaton ?  

4. Bagimana Implementasi  potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah ? 

5. Apakah telah ada kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam 

perumusan terkait pemberian potongan pelunasan? 

6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan 

pelunasan ? 

7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan? 

8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian 

potongan pelunasan yang sama atau berbeda ? 

  



 

Pertanyaan kepada Nasabah  BSI Kedaton Bandar Lampung. 

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Kedaton ? 

2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ? 

3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC 

Kedaton? 

4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ? 

  



 

Pedoman Wawancara  

 

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KC Pagar Alam Bandar Lampung. 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ? 

2. Daftar nama pegawai Bank BSI KC Pagar Alam Bandar Lampumg 

? 

3. Apa saja produk  BSI KC Pagar Alam ?  

4. Bagimana Implementasi  potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah ? 

5. Apakah telah ada perumusan terkait kejelasan nilai yang ditetapkan 

oleh BSI dalam pemberian potongan pelunasan? 

6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan 

pelunasan ? 

7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan 

? 

8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian 

potongan pelunasan yang sama atau berbeda ? 

 

  



 

Pertanyaan kepada Nasabah  BSI Pagar Alam Bandar Lampung. 

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Pagar Alam ? 

2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ? 

3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC 

Pagar Alam? 

4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ? 

  



 

Pedoman Wawancara  

 

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung. 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ? 

2. Daftar nama pegawai Bank BSI KC Tanjung Karang Bandar 

Lampumg ? 

3. Apa saja produk  BSI KC Tanjung Karang ?  

4. Bagimana Implementasi  potongan pelunasan dalam pembiayaan 

murabahah ? 

5. Apakah telah ada perumusan terkait kejelasan nilai yang ditetapkan 

oleh BSI dalam pemberian potongan pelunasan? 

6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan 

pelunasan ? 

7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan 

? 

8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian 

potongan pelunasan yang sama atau berbeda ? 

  



 

Pertanyaan kepada Nasabah  BSI Tanjung Karang Bandar Lampung. 

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Tanjung 

Karang? 

2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ? 

3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC 

Tanjung karang? 

4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ? 

  



 

SURAT KETERANGAN IZIN RISET DARI BANK SYARIAH 

INDONESIA  
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